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KEPU?USAT{ BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 1L lKPTSI r /2026

TENTANG

PTIIUNJUKAN STAF KHUSUS BUPA?I HALMAIIERA BARAT
BIDAI{G HUKUM DAN HAI< ASASI MAI{USIA

DALAM PEIVYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2426

BUPATI HALMA}IERA BARAT,
a. bahwa dalam rangka menata penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan, pembangunan dan peiavanan kemasyarakatan agar
berjalan sesuai hukum dan ketentuan peraturan perundang-unclangan,
diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber dava aparatur
bidang l{ukum dan Hak Asasi Manusia dalam penl,eienggaraau
pemerintahan Daerah;

irr. bahwa mengingat kompleksnya berlragai permasalahan dalam
pen3zeienggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah
Katrttnaten Halmahera Barat ser-ta belum climilikinva- herhagai''r"_'--
perangkat aturan yang menjadi landasan hukum jalannya
pemerintahan, maka sangat dibut.uhkan keberadaan Staf Khusus
Bupati Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

c. bahrva berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayal 12;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.A Tahun 2025 tentang
Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati mengamanatkan bahwa
Staf Khusus Bupati diangkat oleh Bupati dan Pengangkatan Staf
Khusus Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bafirna berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a. huruf b dan huruf c. periu ditetapkan Keputusan ltupati Fialmahera
Barat tentang Staf Khusus Bupati Halmahera l3arat Bidang Hukum dan
Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dae:'ah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2A26;

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang I$omor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Su,'atantra Tingkat II Dalam WilaSrah Daerah Su.atantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun rcqg tentang Penyelenggaraan
Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Unrlang-undang Nomor 6 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas
Ut:riat'rg-unrlang Nrtmor 4fi Tahun 1999 teniang Peinbentukan Frovinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kahupaten Maluku Tenggara
Barat;

,i. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Flalmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Su1a, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Lrndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-nndang Nomor 5 Tahun '2A74 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemrriniahan liacrah;
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2AH tentang Administrasi
Pemerintahan;

l0.Undalg*undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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11.Undang-undang Nomor 13 Tahun 202'2 tentang Perubahan kedua atas
Unriang-unriang Nomor 12 Tahun 2Aii tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbang;
l3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A76 tentang Perangkat

Daerah;
l4.Peraturan Pemerintah Nomor i1 Tahun 2017 tentang lVlanajemen

Pegawai Negeri Sipil;
l5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun '2A17 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
l6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A79 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
i7.Feraturan Fresiden biornor E7 Tahun 2Ai+ teniarrg ileraluran

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun '2A71 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor" l2A Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

l9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2CI'24 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20.Peraturan lJaerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2421
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
n^^-^L I/^1^,--^i ^.^ I T^l*^1-^.^^ Il^-^r.lJil(-liltl l\<1 trLlpatL:tl I laullaallulat flalal,

2l.Peraturan Daerah Kahupaten Haimahera Barat Nomor 1 Tahun '211'2{:

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

22.Peraiuran Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2A27 tentang
Ferubahan kedua atas Peraturan BupaC l{almahera Barat Nomor lG
Tahun 2A16 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

23.Peraturan Bupati Haimahera Barat Nomor 1.A Tahun '2A'25 tentang
Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati;

24.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2426 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 20'26;

MTMUTUSKA1T :

Menuqjuk Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Hukum Hak
Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keuptusan ini.

Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Biclang Hukum Hak Asasi
Manusj.a Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selarna 7'2

Bulan terhitung muiai tanggai 1 Buian Januari sampai dengan tanggal
31 Bulan Desember Tahun 2A'26.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-waktu
dapat ditinjau dan/atau diakhiri biiamana tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengau
kebijakan pemerintah dan/atau bertentangan dengan hai-hal lain yang
bersifat teknis.

Staf Khusus Bupati Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Daiarn
Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan
kinerja dengan besaran Rp. 4.5OO.OOO,- (trmpat Juta Lima Railis Ribu
Rupiah).

Staf Khusus Bupati bidang Hukum Flak Asasi Manusia Dalam
Pen-velenggaraan Pernerintahan Daerah selain memperoleh Hak-hak
sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat puia ditrerikan
tambahan penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yarrg berlaku dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Daerah. d
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Staf Khusus Bupati Bidang Hukum Hak Asasi Manusia dalam
penyelenggraan Pemerint-ahan L)aerah diberikan biaya perl'alanan d j::as
Dalam Daerah maupun Keluar Daerah (Da1am Negeri) disetarahkan
dengan Perjaianan Dinas Non PNS.

Staf Khusus Bupati Bidang Hukum Hak Asasi h,{anusia Dalam
Penyelengaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai
heril-irf .

a. Memberikan brahan masukan, kajian dalam perunlusan kebijakan
Bupati Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyetrenggaraan
Pemerintahan Daerah yang mencakup pelayanan administrasi
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Memhrantu pemerintah daerah dalarr menyusllrl produk hukum
riaerah.

c. Membantu pemerintah daerah menyusun naskah-naskah perjaajian
baik dengan pemerintah, pemerintah kabupaten /kota iainnya
maupun pihak swasta nasional maupun asing.

d. Membantu pemerintah daerah dalam menangarli dan menyelesaikan
kasus-kasus hukum yang meiiLratkan pemerintah daerah.

e. Memeriksa dan mengoreksi semua produk hukum daerah berupa
peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala
daerah, naskah hukum antara lain pe{anjian kerjasama daerah,
pedanjian hibah dan lain-lain.

f. Berdasarkan surat kuasa khusus berhak mewakili pemerintah
dacratr Kab-rlpaten Halrrraher-a Bar'ai seba.gni kuasa irukurn uni.uk
menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan pemerintah
daerah.

g. Tugas-tugas khusus iain yang diberikan oieh Bupati.

Staf Khusus Bupati Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menjaiankan tugas
berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan melapcrkan kepaCa
Bupati.

Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat clikeiuarkanrr]'a
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggai :

Jailolo
DF TADA,TTr I.ruAgnl

PAITAF

Sekretaris Daerait ly"
Ass. Bid. Administrasi Umum r,$/
Kabag Umum, Perencalnal &
T.^---^^.^r\U Ll-tlxi:lli. Ir

Kabag. Hukum & Orgs V
Tenbusanu Disampaikansampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. I{almahera Barat di Jaiioio,
3" Kepala BKAD Kab. Haimahera Barat di Jallolo,
4. Ya-ng trersangkutan untuk diketahui.

5 Jan 26

BUPATI BARAT,



LAMPIRAN
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KBPUTUSAN BUPATI HALMAHBRA BARAT
NOMOR i t^ iKPrS/I12026
TANGGAL : iJANUARI2026

DAF"TAR SiisilNAi\ii ST'AF KHUSUS BUPATI HALIviAiiERA BARAT
BIDANG HUKUM HAK ASASi MANUSIA DAi-AM MENDUKUNG
PBNYBLENGGAR]q\T{N PEMBRINTAI]AN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

NO. NAMA JABATAN

BESARAN
TUNJANGAN

(np)
KtrT.

1 ALHENDRI F-AR,{, SH, MI-I

Staf Khusus Bupati
Bidang Iiukum dan [Iak
Asasi Manusia 4.500.000,-

2 FAHRIN RAYA

Staf Khusus Bupati
Bidang Hukum dan FIak
Asasi Manusia 4.500.000,-

BUPATI BARAT,

Y, UANG
Ass. Bid. Administrasi Umum

Kabag Umum, Perencanaan &

Kabag. Hukum & Orgs


